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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

bahwa dalam rangka pelaksanaan penjualan mineral ke luar
negeri hasil pengolahan dan pemurnian, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang
Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Rekomendasi
Pelaksanaan Penjualan Mineral ke Luar Negeri Hasil

Pengolahan dan Pemurnian;

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan
Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77
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Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5597);

. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan
Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 55,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5142);

. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor

34 Tahun 2009 tentang Pengutamaan Pemasokan
Kebutuhan Mineral dan Batubara Dalam Negeri (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 546);

. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor

01 Tahun 2014 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral
Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di
Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 35);

. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor

18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor
30 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun
2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi
dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 1752);

. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor

32 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Izin Khusus di
Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1366) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber



Menetapkan

2016, No.185

Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2015 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 32 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Izin
Khusus di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
1584);

8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 119/M-
DAG/PER/2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk
Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 143);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN
PEMBERIAN REKOMENDASI PELAKSANAAN PENJUALAN
MINERAL KE LUAR NEGERI HASIL PENGOLAHAN DAN
PEMURNIAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di
alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta
susunan kristal teratur atau gabungannya yang
membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.

2. Mineral Logam adalah mineral yang unsur utamanya
mengandung logam, memiliki kilap logam, dan umumnya
bersifat sebagai penghantar panas dan listrik yang baik.

3. Mineral Bukan Logam adalah mineral yang unsur
utamanya terdiri atas bukan logam, misalnya bentonit,
kalsit (batu kapur/gamping), silika (pasir kuarsa), dan
lain-lain.

4. Batuan adalah massa padat yang terdiri atas satu jenis
mineral atau lebih yang membentuk kerak bumi, baik

dalam keadaan terikat (massive) maupun lepas (loose).
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Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disingkat
IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha
pertambangan.

IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan
setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk
melakukan tahap kegiatan operasi produksi.

IUPK Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan
setelah selesai pelaksanaan IUPK Eksplorasi untuk
melakukan tahap kegiatan operasi produksi di wilayah
izin usaha pertambangan khusus.

IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan
penjualan adalah izin usaha yang diberikan kepada
perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual
komoditas tambang mineral atau batubara.

IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan
dan/atau pemurnian, adalah izin usaha yang diberikan
kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut,
mengolah, dan memurnikan termasuk menjual
komoditas tambang mineral atau batubara hasil
olahannya.

Kontrak Karya adalah perjanjian antara Pemerintah
Republik Indonesia dengan perusahaan berbadan hukum
Indonesia dalam rangka penanaman modal asing untuk
melaksanakan usaha penambangan bahan galian
Mineral, tidak termasuk minyak bumi, gas alam, panas
bumi, radioaktif, dan batubara.

Pengolahan  mineral, yang selanjutnya  disebut
pengolahan, adalah upaya untuk meningkatkan mutu
mineral atau batuan yang menghasilkan produk dengan
sifat fisik dan kimia yang tidak berubah dari mineral atau
batuan asal, antara lain berupa konsentrat Mineral
Logam atau batuan yang dipoles.

Pemurnian mineral, yang selanjutnya disebut pemurnian,
adalah upaya untuk meningkatkan mutu Mineral Logam
melalui proses ekstraksi serta proses peningkatan

kemurnian lebih lanjut untuk menghasilkan produk
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dengan sifat fisik dan kimia yang berbeda dari mineral
asal, antara lain berupa logam dan logam paduan.
Rekomendasi adalah surat keterangan yang diterbitkan
oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara atas nama
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai syarat
Persetujuan Ekspor.

Rekomendasi Perpanjangan adalah perpanjangan surat
keterangan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal
Mineral dan Batubara atas nama Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral sebagai syarat Persetujuan Ekspor
Persetujuan Ekspor adalah izin untuk melakukan ekspor
produk pertambangan yang telah mencapai batasan
minimum pengolahan.

Jaminan Kesungguhan adalah besaran dana yang
dicadangkan oleh Perusahaan Pemegang IUP Operasi
Produksi Mineral Logam atau Pemegang Kontrak Karya
yang mengajukan permohonan Rekomendasi untuk
mendapatkan Persetujuan Ekspor.

Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pertambangan mineral.

Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang
melaksanakan tugas dan bertanggung jawab atas
perumusan serta pelaksanaan kebijakan dan

standarisasi teknis di bidang mineral.

BAB II
PENJUALAN MINERAL KE LUAR NEGERI

Pasal 2
Pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi,
IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan
dan/atau pemurnian, IUP Operasi Produksi khusus
pengangkutan dan penjualan atau Kontrak Karya dapat
melakukan ekspor:
a. Mineral Logam yang telah memenuhi batasan

minimum pemurnian; dan/atau



